GUBERNUR SULAWESI TENGAH.

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 47 TAHUN 2009
TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

: bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam’ Negeri Nomor

28 Tahun 2009 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di
Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2009, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air
Tahun 2009;

: 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp
Tahun 1960 tentang Pembentukan.Daerah Tingkat I Sulawesi Utara -
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048); '
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4844);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea
Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2009 ;



6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2001
tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Dj Atas

Air (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 Nomor 5
Seri A Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2001
tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 Nomor 5 Seri
A Nomor 2); :

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2008 Nomor 6 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Jual Kendaraan Di Atas Air sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 2 :
Meiimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah untuk menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea Balik
Nama Kendaraan Di Atas Air yang belum diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Nomor 28
Tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea
Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2009.

Pasal 3
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas. Alr
dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal
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